BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 4&0 /13 / TAHuUMN 202t

TENTANG

PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA PELAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI UTAMA DAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PEMBANTU PADA BADAN PUBLIK PEMERINTAH
KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Bupati Sukoharjo
Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah
Kabupaten Sukoharjo sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 83
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Bupati Sukoharjo Nomor S50 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo perlu
dilakukan pengelolaan pelayanan informasi dan
dokumentasi pada Pemerintah Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dibutuhkan pejabat pengelola pelayanan
informasi dan dokumentasi pada pemerintah daerah dimana
telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor
480/158 Tahun 2020 tentang Pembentukan Pejabat
Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Utame dem
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu
pada Badan Publik Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;

c. bahwa dikarenakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Bupati
Sukoharjo nomor 67 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Sukoharjo nomor 8 Tahun 2018 tentang
Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
di Lingkungan Pemerintah  Kabupaten  Sukoharjo,
menyebutkan PPID Utama dijabat oleh Kepala Dinas
Komunikasi dan Informatika, PPID Pembantu diyabat oleh
Kepala Biro pada Sekretarist Daerah Provinsi, Sekretaris
pada Badan/Dinas, Kepala Bagian pada Sekretariat ‘Daerdah
Kabupaten/Kota, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah, atau Pejabat yang menangani Tata Usaha pada Unit
Pelaksana teknis Daerah, dan Sekretaris Camat, maka

Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 480/158 Tahun 2020
tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Pelayanan Informasi
dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi Pembantu Pada badan Publik Pemerintah
Kabupaten sukoharjo perlu diganti; 7



Mengingat

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk

Pejabat Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Pembantu Pada Badan Publik Pemerintah Kabupaten
Sukoharjo;

bahwa berdasarkan pertimabngan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, huruf ¢ dan huruf d, perlu
menetapkan Keputusan Bupati.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017
tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan
Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indoneisa
Tahun 2017 Nomor 157);

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang
Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);



Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten

Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 12, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

10. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 50 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta
Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo (Berita
Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 50)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 83 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor
50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten
Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019
Nomor 84);

MEMUTUSKAN :

Merubah Lampiran Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 480/158
Tahun 2020, tentang Pembentukan Pajabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Pembantu Pada Badan Publik Pemerintah
Kabupaten Sukoharjo.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama pada Badan
Publik Pemerintah Kabupaten Sukoharjo terdiri dari :

a. Pembina;

b Pengarah;

c. Tim Pertimbangan;

d Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama (PPID

Utama);

e. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu
(PPID Pembantu);

f. Sekretariat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi
(PLID);

o. Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi;
h. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi; dan
1. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi.

Tugas dan Wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Utama pada Badan Publik Pemerintah Kabupaten
Sukoharjo adalah :

a. Tugas:
1. menyusun dan melaksanakan kebijjakan informasi dan
dokumentasi;

2. menyusun laporan pelaksanaan kebjyjakan informasi

dan dokumentasi;

3. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan
pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari
Pejabat Pengelola Informasi dan  Dokumentasi

Pembantu;



4. menyimpan, mendokumentasikan, menyiadakan, dan
memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada
publik; ,

S. melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi
publik;

6. melakukan uji konsekuensi atas informasi dan

dokumentasi yang dikecualikan;

melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;

menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses

oleh masyarakat;

9. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan
monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan
dokumentasi yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi Pembantu;

10. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara
berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan;

11. mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak
untuk dipublikasikan; dan

12. menugaskan Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional
untuk mengumpulkan, mengelola, dan memelihara
informasi dan dokumentasi dan membentuk tim
fasilitasi penanganan sengketa informasi yang
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

ol

b. Wewenang

1. menolak memberikan informasi dan dokumentasi yang
dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

2. meminta dan memperoleh informasi dan dokumentasi
dar1 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya;

3. mengoordinasikan pemberian pelayanan informasi dan
dokumentasi dengan Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Pembantu yang menjadi cakupan
kerjanya;

4. menentukan atau menetapkan suatu informasi dan
dokumentasi yang dapat diakses oleh publik; dan

S. menugaskan  Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional
untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara
informasi dan  dokumentasi untuk kebutuhan

organisasi.

KEEMPAT : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu
Pemerintah Kabupaten Sukoharjo terdiri dari :
a. Sekretaris pada Badan/Dinas;
Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah;

b.
c. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
d. atau Pejabat yang menangani Tata Usaha pada Unit Pelaksana

teknis Daerah; dan
e. Sekretaris Camat.

KELIMA . Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu

adalah :

a. Tugas
1. membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Utama  melaksanakan  tanggungjawab, tugas, dan
kewenangannya;




2. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dilakukan
paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan:

3. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi
sesual dengan tugas pokok dan fungsinya;

4. menjamin ketersidiaan dan akselerasi layanan informasi
dan dokumentasi bagi pemohon informas secara cepat,
tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip
pelayanan prima;

O. mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan
data lingkup komponen di lingkungan Perangkat Daerah
menjadi bahan informasi publik; dan

6. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan
pelayanan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat

Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama secara berkala
dan sesuai kebutuhan.

7. Selain tugas sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai
dengan angka 6, Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Pembantu khususnya Sekretariat DPRD
bertugas untuk :

a) menyampaikan, meminta, mengelola, menyimpan
informasi dan dokumentasi kepada DPRD sesuai
peraturan perundang-undangan; dan

b) mengoordinasikan informasi dan dokumentasi kepada
DPRD untuk menetapkan informasi dan dokumentasi
yang dapat diakses oleh publik.

KEENAM . Semua bilaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

KETUJUH : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Lampiran Keputusan
Bupati Sukoharjo Nomor 480/158 Tahun 2020 tentang
Pembentukan Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan
pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pad
badan Publik Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dinyatakan tidak
berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 4 TANUAR! 201

BUPATI SUKOHARJO,

L

WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth. :
1. Sekretaris Daerah Kabupaten

Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Asisten Pemerintahan dan

Kesejahteraan Rakyat  Sekretaris
Daerah Kabupaten Sukoharjo di

Sukoharjo;




3. Asisten Perekonomian dan
Pembangunan  Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

4. Asisten Administrasi Umum
Sekretaris Daerah Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo;

S. Kepala Dinas/Badan/Kantor/Bagian
di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Sukoharjo;

6. Camat di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Sukoharjo;

7. Anggota PPID yang bersangkutan.




